SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah
dibentuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
197);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 9);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah pelaksana
unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan
pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

12. Kendaraan bermotor adalah semua kendaran beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
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14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Pendapatan lain-lain PAD adalah pendapatan asli daerah yang sah antara
lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

16. Pendapatan adalah penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

18. Bagi Hasil Pajak adalah realokasi sebagian penerimaan pajak pemerintah
yang lebih tinggi kepada Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan
Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

b. perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi
hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem
informasi, pembinaan serta pengendalian;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain,
bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan,
sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
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pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pajak, retribusi,
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan,
pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta
pengendalian;

penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
sub urusan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil
pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem
informasi, pembinaan serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak, retribusi,
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan,
pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta
pengendalian;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah;

pelaksanaan administrasi pada Badan Pendapatan Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan OrganisasiBadan Pendapatan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pajak;
d. Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana

Perimbangan;

e. Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian;

f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Badan mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang pendapatan daerah;

b. perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak,
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan,
pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta
pengendalian;

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pendapatan daerah yang
meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana
perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan
serta pengendalian;

d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang
meliputipajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana
perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan
serta pengendalian;

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang
meliputipajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana
perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan
serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di
bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak, retribusi, pendapatan lain-
lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan,
sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan
pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah yang meliputi pajak,
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan,
pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta
pengendalian; dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pendapatan
daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur,
pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah.
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Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta
pengelolaan keuangan dan aset;

pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunanrencana Kkerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset;

pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana Kkerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan
dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan
Badan Pendapatan Daerahsesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana
kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan
keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaporan terhadap pelaksanaanreformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publikdi lingkungan
Badan Pendapatan Daerah;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan
kesekretariatan,;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan,;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :

a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
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Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan
Evaluasi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan badan;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan Sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, pengumpulan dan pengolahan bahan laporan
pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan
laporan kinerja, pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi
yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan aparatur di lingkungan badan;
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pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang aparatur dan
organisasi di lingkungan badan, surat menyurat, kearsipan, hukum dan
kehumasan, serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan
oleh sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan
pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang pengelolaan keuangan dan aset;

pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan
keuangan dan aset, pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemeliharaan
dan pengamanan aset di lingkungan badan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
dan
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i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang
diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Pajak
Pasal 18

Bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Pajakmempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan
sengketa pajakserta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidangpajak.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang
Pajakmempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pajak;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah
lainnya;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan
keberatan dan sengketa pajak;

e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
sub urusanbidang pajak sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak;

j- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
pajak; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 21
(1) Bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :

a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;

b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
c. Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pajak.

Pasal 22

Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Sub Bidang

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub BidangPajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak kendaraan bermotor
dan bea balik nama kendaraan bermotor;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan
bea balik nama kendaraan bermotor; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik
nama kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Pasal 24

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidangpajak daerah lainnya serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Sub Bidang
Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerjaSub Bidang Pajak Daerah Lainnya;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pajak daerah lainnya;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak daerah lainnya;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bidang pajak daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak daerah lainnya;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak daerah lainnya yang diserahkan
oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan
keberatan dan sengketa pajak serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub
Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan
Sengketa Pajak;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak, pertimbangan
pemberian keringanan, penyelesaian keberatan dan piutang pajak;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pertimbangan keberatan
dan sengketa pajak;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan pertimbangan keberatan dan sengketa pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa
pajak;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan
sengketa pajak; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pertimbangan keberatan dan
penyelesaian tunggakan pajak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak,
Dana Perimbangan
Pasal 28

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 29

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana
Perimbanganmempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil
pajak,dana perimbanganserta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan
lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang

Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi
Hasil Pajak, Dana Perimbangan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
lain-lain;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil
pajak, dana perimbangan;

e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
sub wurusan retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana
perimbangan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang retribusi,
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi
hasil pajak, dana perimbangan;

j- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan; dan

k. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana
Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :

a. Sub Bidang Retribusi;
b. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain; dan
c. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain,
Bagi Hasil Dana Perimbangan.

Pasal 32

Sub Bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang retribusi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Sub Bidang
Retribusi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerjaSub Bidang Retribusi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang retribusi;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang retribusi;

pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusanretribusidan evaluasi retribusi yang dihasilkan oleh perangkat
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang retribusi;
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f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang retribusi yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Pasal 34

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Sub Bidang
Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pendapatan lain-lain;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendapatan lain-lain;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan
lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pendapatan lain-lain;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendapatan lain-lain yang diserahkan
oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana
perimbangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Sub Bidang Bagi
Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana
Perimbangan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
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c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bagi hasil pajak,dana
perimbangan;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang bagi hasilpajak, dana perimbangan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak,dana
perimbangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Pendapatan,Sistem Informasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pasal 38

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.

Pasal 39

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, pengolahan data
sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut,
monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta bertanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan
pengendalian.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang

Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem
Informasi, Pembinaan dan Pengendalian;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan pendapatan;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem
informasi pendapatan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan,
pengendalian dan tindak lanjut;
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e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan
pengendalian;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan
pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
sub urusan pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan
pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
pengembangan  pendapatan, sistem = informasi, pembinaan dan
pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, sistem
informasi, pembinaan dan pengendalian;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
pengembangan  pendapatan, sistem = informasi, pembinaan dan
pengendalian; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang
pengembangan  pendapatan, sistem = informasi, pembinaan dan
pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :

a. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan; dan
c. Sub Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Tindak Lanjut.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan,
Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian.

Pasal 42

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Sub Bidang
Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengembangan pendapatan;
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c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan
pendapatan;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pengembangan pendapatansesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pendapatan daerah,
optimalisasi dan penggalian potensi serta penyusunan data realisasi
pendapatan asli daerah, monitoring dan evaluasi pelayanan melalui survey
kepuasan masyarakat;

f. penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan bahan pelaksanaan alokasi
target pendapatan daerah,bahan evaluasi pendapatan daerah, bahan
pelaksanaan penyusunan analisa pendapatan, dan bahan rancangan
dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dan produk
hukum bidang pendapatan;

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan pendapatan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan; dan

j- pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan pendapatan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data sistem
informasi pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44, Sub
Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidangsistem informasi pendapatan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sistem informasi
pendapatan;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang sistem informasi pendapatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan rancang bangun dan
pemanfaatan sistem informasi pendapatan yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan dan monitoring database, program dan aplikasi, jaringan,
perangkat computer/server dan pendukung lainnya;
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pelaksanaan perawatan dan pengamanan sistem, program, aplikasi dan
jaringan, evaluasi sistem, program dan aplikasi, penyusunan Standar
Operasional Prosedur sesuai lingkup tugas;

pelaksanaan integrasi sistem informasi pendapatan dengan sistem
informasi lain, penghimpunan dan penginputan data nilai jual kendaraan
bermotor, pemantauan dan perbaikan sistem, program dan aplikasi
diseluruh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang sistem informasi pendapatan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang sistem informasi pendapatan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Sub Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Tindak Lanjut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul,
mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan,
pengendalian dan tindak lanjut pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan
evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46, Sub Bidang
Pembinaan, Pengendalian dan Tindak Lanjut mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pembinaan, Pengendalian dan
Tindak Lanjut;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan, pengendalian
dan tindak lanjut;

pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil
pemeriksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pengelolaan
pendapatan daerah, pembinaan adminitrasi pendapatan dan materil, serta
pengendalian administrasi keuangan, barang dan pegawai sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengawasan, pembinaan dan evaluasi pendapatan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pembinaan dan evaluasi
pendapatan;
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pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;
dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak
lanjutyang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 48

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau
kegiatan teknis penunjang badan.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 49

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 50

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada
Kepala Badan melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai
bidang keahlian dan keterampilan.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 51

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

-21 -

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan
pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa
jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah wajib
melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan,
mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan Badan Pendapatan
Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-
masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 53

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah wajib
mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan
kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari
bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 54

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 55

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan Pendapatan
Daerah ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang
kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam
kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan Pendapatan
Daerah yang dilaksanakan oleh wunit kerja terkait sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang
jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang
melaksanakan tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah serta yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Pendapatan Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat tetap
melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari
Pejabat Pembina Kepegawaian.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan Pasal 48, Pasal
49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal
57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal
65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal
73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 pada Peraturan Gubernur
Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan PendapatanDaerah
Provinsi Kalimantan Barat(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016 Nomor 122) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 58
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 66
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